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Abstract 
The criminal justice system is a crucial component of maintaining order and justice in society. It 
plays a vital role in upholding the law, punishing offenders, and providing a sense of justice to 
victims. One of the primary instruments within the criminal justice system is punishment. In the 
context of punishment, life imprisonment stands as one of the most severe penalties that can be 
imposed by a court. This punishment is reserved for perpetrators of extremely serious crimes 
deemed worthy of a lifetime behind bars without the possibility of parole. This raises a 
fundamental question: what is the primary purpose of utilizing life imprisonment within the 
criminal justice system? This inquiry delves into the four pillars of sentencing: reformation, 
restraint, retribution, and deterrence. This study employs a normative juridical approach, relying 
on the analysis of secondary data. Secondary data encompasses information gathered through 
literature review, drawing upon sources such as laws, legal theories, jurisprudence, and previous 
research in the form of journals, theses, dissertations, and essays. The extracted data is then 
analyzed using a qualitative approach and presented in descriptive language. The research reveals 
that the provisions regarding life imprisonment in the new Criminal Code (Law No. 1/2023) and the 
old Criminal Code (WvS) exhibit no significant differences in terms of the penal provisions 
themselves. However, a notable distinction lies in the new Criminal Code's introduction of 
requirements for convicts to qualify for life imprisonment. Furthermore, the new Criminal Code 
outlines clearer sentencing objectives compared to the old Criminal Code. 
Keywords: life imprisonment, Criminal Code. 
 
Abstrak 
Sistem peradilan pidana merupakan komponen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan 
dalam masyarakat. Sistem ini memainkan peran penting dalam menegakkan hukum, menghukum 
pelanggar, dan memberikan rasa keadilan bagi para korban. Salah satu instrumen utama dalam 
sistem peradilan pidana adalah hukuman. Dalam konteks pemidanaan, hukuman penjara seumur 
hidup merupakan salah satu hukuman terberat yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Hukuman 
ini diperuntukkan bagi pelaku kejahatan yang sangat serius yang dianggap layak untuk dipenjara 
seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hal ini menimbulkan pertanyaan 
mendasar: apa tujuan utama dari penggunaan hukuman penjara seumur hidup dalam sistem 
peradilan pidana? Penelitian ini menyelidiki empat pilar pemidanaan: reformasi, pengekangan, 
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pembalasan, dan pencegahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 
mengandalkan analisis data sekunder. Data sekunder mencakup informasi yang dikumpulkan 
melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan sumber-sumber seperti undang-undang, teori-
teori hukum, yurisprudensi, dan penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal, tesis, disertasi, dan esai. 
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan disajikan 
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pidana penjara 
seumur hidup dalam KUHP yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHP yang lama (WvS) tidak 
menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal ketentuan pidana itu sendiri. Namun, 
perbedaan yang menonjol terletak pada pengenalan persyaratan bagi narapidana untuk 
memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam KUHP yang baru. Selain itu, 
KUHP yang baru juga menjabarkan tujuan pemidanaan yang lebih jelas dibandingkan dengan KUHP 
yang lama. 
Kata kunci: penjara seumur hidup, KUHP. 
 

 

PENDAHULUAN 

Sisterm perradilan pidana adalah salah satur komponern paling pernting dalam mernjaga 

kerterrtiban dan keradilan dalam serburah masyarakat. Sisterm ini berrperran dalam mernergakkan 

hurkurm, mernghurkurm perlanggar, dan mermberrikan rasa keradilan kerpada korban. Salah satur 

instrurmern urtama dalam sisterm perradilan pidana adalah hurkurman. Dalam konterks 

hurkurman, hurkurman pernjara serurmurr hidurp adalah salah satur bernturk hurkurman yang paling 

berrat yang dapat dijaturhkan olerh perngadilan. Hurkurman ini diberrikan kerpada perlakur tindak 

pidana yang merlakurkan kerjahatan yang sangat serriurs dan dianggap pantas urnturk 

mernjalani hurkurman serurmurr hidurp tanpa kermurngkinan permberbasan berrsyarat. 

Hurkurman pernjara serurmurr hidurp adalah bernturk hurkurman yang dijaturhkan olerh 

perngadilan terrhadap perlakur kerjahatan yang dianggap terlah merlakurkan tindak pidana 

sangat serriurs dan tidak mermurngkinkan permberbasan sampai akhir hayat merrerka, ataur 

dalam berberrapa kasurs, permberbasan berrsyarat yang sangat terrbatas. Olerh karerna itur, 

pernerlitian ini berrturjuran urnturk mernganalisis lerbih lanjurt perngaturran dan perlaksanaan 

hurkurman pernjara serurmurr hidurp dalam sisterm perradilan pidana.  

Hurkurman pernjara serurmurr hidurp merncerrminkan serriursnya tindak pidana yang 

dilakurkan olerh perlakur. Hal ini jurga mernimburlkan berrbagai perrtanyaan pernting terntang 

turjuran hurkurman, prosers perngaturran, dan perlaksanaannya dalam sisterm perradilan pidana. 

Olerh karerna itur, pernerlitian ini akan mernjerlaskan lerbih lanjurt merngernai perngaturran dan 

perlaksanaan hurkurman pernjara serurmurr hidurp dalam sisterm perradilan pidana. 

Perngaturran yang jerlas dan terrperrinci merngernai hurkurman pernjara serurmurr hidurp 

adalah hal yang sangat pernting dalam serburah sisterm perradilan pidana yang adil dan 

transparan. Perngaturran ini tidak hanya merngernai jernis kerjahatan yang dapat dikernai 
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hurkurman pernjara serurmurr hidurp, tertapi jurga merngernai kriterria permberbasan berrsyarat, 

prosers banding, dan hak-hak perlakur yang dihurkurm serurmurr hidurp. Kerjerlasan dalam 

perngaturran ini tidak hanya mermberrikan panduran kerpada hakim dan pernergak hurkurm, 

tertapi jurga mermberrikan jaminan kerpada masyarakat bahwa kerpurtursan hurkurman serurmurr 

hidurp diburat derngan mermperrtimbangkan prinsip-prinsip keradilan. 

Sisterm hurkurm di Indonersia berrkaitan derngan hurkurm pidana merrurpakan serburah 

cerrita yang curkurp panjang. Hal ini berrmurla dari permberrlakuran Wertboerk Van Straftrercht 

(WvS) yang diberrlakurkan olerh permerrintah kolonial berlanda yang merngurndangkannya 

perrtama kali pada tahurn 1886 yang kermurdian diternturkan merlaluri urndang-urndang nomor 1 

tahurn 1946 pasca kermerrderkaan Indonersia urnturk mernurturpi kerkosongan hurkurm pidana 

pada waktur itur. Serlanjurtnya dilergalkan urnturk berrlakur derngan diurndangkannya Urndang-

Urndang nomor 73 tahurn 1958 yang berrlakur sampai tahurn 2023. Derngan dicaburtnya WvS 

yang digantikan erksisternsinya derngan Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 2023 Terntang Kitab 

Urndang-Urndang Hurkurm Pidana. 

Dalam perrurmursan KUrHP yang barur terntur mermiliki cerrita yang tak kalah panjang, 

terrhiturng serjak tahurn 1958 permerrintah Indonersia mermbernturk lermbaga permbinaan hurkurm 

nasional (LPHN), kermurdian pada tahurn 1963 diadakan serminar hurkurm nasional 1 yang 

merrurmurskan KUrHP barur dan pada tahurn 1964 draf RUrUr KUrHP murlai disursurn. Kermurdian 

pada tahurn 2012 RUrUr KUrHP dikirimkan ker DPR RI olerh prersidern SBY, pada tahurn 2015 draf 

RUrUr KUrHP kermbali dikirimkan olerh prersidern Jokowi ker DPR RI, dilanjurtkan adanya prosers 

erxplanasi ditahurn 2019 dan dikaji yang kermurdian pada tahurn 2022 dilakurkan prosers 

perngersahan.1 

Dari prosersnya yang panjang terntur KUrHP yang ada serkarang merrurpakan jerrih payah 

dari gernerrasi ker gernerrasi, hal ini terntur mermatahkan argurmern berberrapa orang yang 

mernyurarakan merngernai “permburatan KUrHP diburat sercara tiba-tiba olerh DPR-RI dan kaurm 

erlit politik.” Kare rna pada dasarnya KUrHP yang ada serkarang surdah mernjadi program 

nasional serjak tahurn 1958, dan barur disahkan mernjadi urndang-urndang pada tahurn 2022-

2023 yang terrhiturng 60 tahurn lerbih dan hal terrserburt burkan waktur yang singkat. 

Dalam WvS maurpurn KUrHP, terrdapat berberrapa karakterristik pidana yang sercara garis 

bersar dibagi mernjadi 2 yaitur pidana pokok, dan pidana tambahan. Dalam WvS jernis-jernis 

pidana diaturr dalam Pasal 10, pidana pokok terrdiri dari: pidana mati, pidana pernjara, pidana 

kurrurngan, pidana dernda, dan pidana kurrurngan. Serdangkan pidana tambahan terrdiri dari: 

perncaburtan hak-hak terrterntur, perrampasan barang-barang terrterntur, dan perngurmurman 

purtursan hakim. Serdangkan jernis-jernis pidana dalam urndang-urndang nommor 1 tahurn 2023 

terntang kitab urndang-urndang hurkurm pidana (KUrHP) terrdapat di Pasal 65, pidana 

pokoknya berrurpa: pidana pernjara, pidana turturpan, pidana perngawasan, pidana dernda, dan 

pidana kerrja sosial. Kermurdian pidana tambahan dalam KUrHP antara lain: 

a. Perncaburtan hak terrterntur;  

                                                           
1 Dikutip dari https://www.hukumonline.com/berita/a/perjalanan-panjang-penyusunan-ruu-kuhp-
lt63a3f0d1edb02/# diakses pada tanggal 18 juni 2024 pukul 18.00 

https://www.hukumonline.com/berita/a/perjalanan-panjang-penyusunan-ruu-kuhp-lt63a3f0d1edb02/
https://www.hukumonline.com/berita/a/perjalanan-panjang-penyusunan-ruu-kuhp-lt63a3f0d1edb02/
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b. Perrampasan barang terrterntur dan/ ataur tagihan;  

c. Perngurmurman purtursan hakim;  

d. Permbayaran ganti nrgi;  

e. Perncaburtan izin terrterntur; dan  

f. Permernurhan kerwajiban adat sertermpat. 

Adapurn jurdurl yang pernurlis angkat dalam pernerlitian ini adalah “Analisis Merngernai 

Perngaturran Dan Perlaksanaan Pidana Pernjara Serurmurr Hidurp Berrdasarkan Kitab Urndang-

Urndang Hurkurm Pidana Dan Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 2023 Terntang Kitab Urndang-

Urndang Hurkurm Pidana.” Derngan dermikian, pernerlitian ini diharapkan dapat mermberrikan 

wawasan yang merndalam merngernai perngaturran dan perlaksanaan hurkurman pernjara 

serurmurr hidurp dalam sisterm perradilan pidana, yang serlanjurtnya dapat mernjadi landasan 

bagi perrbaikan sisterm perradilan pidana yang lerbih erferktif, adil, dan sersurai derngan prinsip-

prinsip hurkurm dan keradilan. 

Rumusan Masalah 

1. Apakah perrberdaan antara kerternturan merngernai pidana pernjara serurmurr hidurp dalam 

KUrHP, dan Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 2023 Terntang Kitab Urndang-Urndang 

Hurkurm Pidana ? 

2. Bagaimana turjuran urtama dari pernggurnaan pidana pernjara serurmurr hidurp dalam 

sisterm perradilan pidana dalam KUrHP maurpurn Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 2023 

Terntang Kitab Urndang-Urndang Hurkurm Pidana ? 

 

METODE PENELITIAN 

Mertoder pernerlitian terrdiri dari dura kata yang merngandurng perngerrtian yang saling 

berrkaitan, yaitur mertoder dan pernerlitian. Permbagian kerdura kata terrserburt timburl akibat 

perngerrtian ilmur itur serndiri dapat dipahami dari dura surdurt pandang yaitur perngerrtian 

ilmur serbagai prosers ataur aktivitas manursia dan perngerrtian ilmur serbagai mertoder. 

Mertoder jurga dapat diartikan serbagai proserdurr ataur cara urnturk merngertahuri ataur 

mernjalankan sersuratur merlaluri langkah-langkah yang sistermatis.2  Mertoder yang akan 

dipakai pada skripsi ini serbagai berrikurt: 

1. Mertoder Pernderkatan 

Sersurai derngan jurdurl dan perrmasalahan yang akan dibahas dalam pernerlitian 

ini dan surpaya dapat mermberrikan hasil yang berrmanfaat maka pernerlitian ini 

dilakurkan derngan pernerlitian yurridis normatif (mertoder pernerlitian hurkurm 

normatif). Mertoder pernerlitian yurridis normatif adalah pernerlitian hurkurm 

                                                           
2 Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum.  Cet 1. (Bandung. PT Rafika Aditama. 2018) 

hal. 7 
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kerpurstakaan yang dilakurkan derngan cara mernerliti bahan-bahan kerpurstakaan ataur 

data serkurnderr berlaka.3  

Pernerlitian ini dilakurkan gurna urnturk merndapatkan bahan-bahan berrurpa: 

terori-terori, konserp-konserp, asas-asas hurkurm serrta perraturran hurkurm yang 

berrhurburngan derngan pokok bahasan. Rurang lingkurp pernerlitian hurkurm normatif 

mernurrurt Soerrjono Soerkanto merlipurti:4 

a. Pernerlitian terrhadap asas-asas hurkurm.  

b. Pernerlitian terrhadap sistermatika hurkurm.  

c. Pernerlitian terrhadap taraf sinkronisasi hurkurm sercara verrtikal dan horisontal.  

d. Perrbandingan hurkurm.  

e. Serjarah hurkurm.  

Dalam pernerlitian ini, rurang lingkurp pernerlitian ini akan dilakurkan pernerlitian 

derngan cara mernarik asas hurkurm, dimana dilakurkan terrhadap hurkurm positif 

terrturlis maurpurn tidak terrturlis.5 Pernerlitian ini dapat digurnakan urnturk mernarik asas-

asas hurkurm dalam mernafsirkan perraturran perurndang-urndangan. Serlain itur, 

pernerlitian ini jurga, dapat digurnakan urnturk merncari asas hurkurm yang dirurmurskan 

baik sercara terrsirat maurpurn terrsurrat. 

2. Spersifikasi Pernerlitian 

Spersifikasi pernerlitian yang digurnakan dalam pernerlitian ini adalah tiper 

derskriptif. Pernerlitian derskriptif adalah pernerlitian urnturk mernderskripsikan ataur 

mernggambarkan perraturran-perraturran yang berrlakur dikaitkan derngan terori-terori 

dan prakterk perlaksanaan hurkurm yang mernerrangkan perrmasalahan yang diterliti.  

Serlurrurh data yang diperrolerh baik data primerr maurpurn data serkurnderr 

kermurdian akan dianalisis dan diolah derngan mertoder kuralitatif urnturk 

mernghasilkan kersimpurlan. Kermurdian disajikan sercara derskriptif gurna 

mermberrikan permahaman yang lerbih jerlas dan terrarah dari hasil pernerlitian. 

3. Jernis dan Surmberr Data  

Pernerlitian ini dilakurkan derngan mernggurnakan alat perngurmpurlan data yaitur: 

sturdi kerpurstakaan, 6  ataur sturdi dokurmern (docurmerntary sturdy) urnturk 

merngurmpurlkan data serkurnderr yang terrkait derngan perrmasalahan yang diajurkan, 

derngan cara mermperlajari burkur-burkur, jurrnal hurkurm, hasil-hasil pernerlitian dan 

dokurmern-dokurmern perraturran perrurndang-urndangan serperrti: 

a. Bahan hurkurm primerr 

1) Urndang-Urndang Dasar Nergara Rerpurblik Indonersia Tahurn 1945; 

                                                           
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 13. 
4 Ibid, Hal. 14.  
5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1996), Hal. 63 
6 Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai 

hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum 

normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2004), Hal. 81. 

http://repository.unej.ac.id/
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2) Wertboerk van Straftrerch (Wvs) ataur Kitab Urndang-Urndang Hurkurm 

Pidana 

3) Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 2023 Terntang Kitab Urndang-Urndang 

Hurkurm Pidana 

4) Urndang-Urndang Nomor 35 tahurn 2009 terntang narkotika 

5) Urndang-urndang (Nomor 5 Tahurn 2018 terntang Perrurbahan atas Urndang-

Urndang Nomor 15 Tahurn 2003 terntang Pernertapan Perraturran 

Permerrintah Perngganti Urndang Urndang Nomor 1 Tahurn 2002 terntang 

Permberrantasan Tindak Pidana Terrorismer Mernjadi Urndang-Urndang 

b. Bahan hurkurm serkurnderr 

Bahan hurkurm serkurnderr adalah bahan hurkurm yang diperrolerh dari 

sermura purblikasi terntang hurkurm yang burkan merrurpakan dokurmern-

dokurmern rersmi. Purblikasi ini merlipurti literraturr-literraturr ilmiah, burkur-burkur 

serrta surrat kabar yang berrturjuran urnturk mermperlajari isi pokok perrmasalahan 

yang dibahas.7  Bahan hurkurm serkurnderr yang digurnakan dalam skripsi ini 

antara lain: burkur-burkur literraturr, werbsiter/interrnert, jurrnal yang rerlervan, dan 

kamurs hurkurm. 

4. Terknik Perngurmpurlan Data  

Pernerlitian yurridis normatif serbagaimana terrserburt di atas merrurpakan 

pernerlitian derngan merlakurkan analisis terrhadap perrmasalahan dalam pernerlitian 

merlaluri pernderkatan terrhadap asas-asas hurkurm serrta merngacur pada norma-norma 

hurkurm yang terrdapat dalam perraturran perrurndang-urndangan yang ada di 

Indonersia dan mernggurnakan jernis data dari bahan purstaka yang lazimnya 

dinamakan data serkurnderr.  

Pernerlitian ini terrdiri dari bahan kerpurstakaan yang merngikat yang merrurpakan 

bahan hurkurm primerr dan bahan hurkurm serkurnderr. Dari hal terrserburt maka mertoder 

perngurmpurlan datanya derngan cara mermbaca, merngurtip, mernyalin data-data 

serkurnderr serbagaimana dijerlaskan dalam surb serberlurmnya. 

5. Terknik Analisis Data 

Data-data yang terlah diperrolerh terrserburt kermurdian dianalisa derngan merlaluri 

pernderkatan sercara analisis kuralitatif,8  yaitur derngan merngadakan perngamatan 

                                                           
7 Soerjono Soekanto. 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2006) hal. 165. 

 
8 Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. 

Lihat Hal. 127. Namun Bambang Waluyo menyatakan bahwa terhadap data yang sudah terkumpul dapat 

dilakukan analisis kualitatif apabila: 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan 

pengukurannya, 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka, 3) Hubungan antara variabel tidak jelas, 4) Sample 

lebih bersifat non probabilitas, 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, 6) 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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data-data yang diperrolerh dan mernghurburngkan tiap-tiap data yang diperrolerh 

terrserburt derngan kerternturan-kerternturan maurpurn asas-asas hurkurm yang terrkait 

derngan perrmasalahan yang diterliti derngan logika indurktif,9 yakni berrpikir dari hal 

yang khursurs mernurjur hal yang lerbih urmurm, derngan mernggurnakan perrangkat 

normatif, yakni interrprertasi dan konstrurksi hurkurm dan serlanjurtnya dianalisis 

derngan mernggurnakan mertoder kuralitatif serhingga dapat ditarik kersimpurlan 

derngan mertoder derdurktif yang mernghasilkan suratur kersimpurlan yang berrsifat 

urmurm terrhadap perrmasalahan dan turjuran pernerlitian.  

 

DISKUSI DAN HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Terhadap Perbedaan Antara Ketentuan Mengenai Pidana Penjara Seumur 

Hidup Dalam KUHP, Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana 

Serbagaimana terlah dijerlaskan dalam bab-bab serberlurmnya bahwa rurmursan 

merngernai pidana pernjara serurmurr hidurp antara Wertboerk van Strafrercht (WvS) dan 

Urndang-Urndang Nomor 1 Tahurn 2023 Terntang Kitab Urndang-Urndang Hurkurm Pidana 

(KUrHP) serbernarnya mermiliki kersamaan dan perrberdaan. Dimana dalam WvS dan KUrHP 

serndiri mermiliki kersamaan dimana pidana pernjara serurmurr hidurp merrurpakan pidana 

berrat yang hanya dijaturhkan pada kondisi-kondisi terrterntur saja. Misalnya kermurncurlan 

pidana derngan permberratan serperrti rurmursan pada berberrapa Pasal antara lain: 

Dalam WvS: 

“Pasal 339 merngaturr terntang permburnurhan yang diikurti, diserrtai ataur 

didahurluri derngan tindak pidana derngan maksurd urnturk mermperrsiapkan ataur 

mermperrmurdah perlaksanaannya, serdang Pasal 340 merngaturr tindak pidana yang 

dikernal derngan permburnurhan berrerncana. Kerdura jernis kerjahatan perncurrian yang 

didahurluri, diserrtai ataur diikurti derngan kerkerrasan ataur ancaman kerkerrasan terrhadap 

orang ataur barang yang merngakibatkan lurka berrat ataur matinya orang. Pasal 368 

(2) merrurpakan kerternturan yang mermberrlakurkan Pasal 365 (2), (3) dan (4) pada 

kerjahatan permerrasan dan perngancaman.” 

Dalam KUrHP 

“permburnurhan yang diaturr dalam Pasal 458 ayat (3) merngaturr merngernai 

permburnurhan yang diikurti, diserrtai, ataur didahurluri olerh suratur tindak pidana yang 

dilakurkan derngan maksurd urnturk mermperrsiapkan ataur mermperrmurdah 

perlaksanaannya, ataur urnturk merlerpaskan diri serndiri ataur perserrta lainnya dari 

                                                           
Penggunaan teori kurang diperlukan. Bandingkan dengan pendapat Maria, S. W. Sumardjono, yang menyatakan 

bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan 

tepat sepanjang hal itu mungkin keduanya saling menunjang. Lihat Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam 

Praktek, (Jakarta: Sinar Gafika, 1996), Hal. 76-77 dan Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hal. 103.  
9 Ibid..., Hal. 10 
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pidana dalam hal terrtangkap tangan, ataur urnturk mermastikan perngurasaan 

barangyang diperrolerh sercara merlawan hurkurm.. rurmursan pidana permburnurhan 

berrerncana yang terrdapat pada Pasal 459, perncurrian derngan kerkerrasan dalam Pasal 

479 ayat (4) rurmursannya serbagai berrikurt sertiap orang yang merlakurkan perncurrian 

yang didahurluri, diserrtai, ataur diikurti derngan kerkerrasan ataur ancaman kerkerrasan 

terrhadap orang, derngan maksurd urnturk mermperrsiapkan ataur mermperrmurdah 

perncurrian.” 

Dari berberrapa rurmursan diatas terntur dapat kita lihat bahwa rurmursan merngernai 

tindak pidana yang diancam derngan pidana pernjara serurmurr hidurp mermiliki banyak 

kersamaan antara WvS dan KUrHP, adapurn yang mermberdakan kerduranya serberturlnya 

adalah kaitannya derngan perngercuralian khursurs urnturk pidana pernjara serurmurr hidurp 

dapat diterrapkan hal ini dalam WvS kerternturan terrserburt tidak ditermurkan sercara rinci 

serbagaimana ditermurkan dalam KUrHP yang mana hal terrserburt dapat ditermurkan dalam 

Pasal 70KUrHP serbagai berrikurt: 

Pasal 70 

(1) Derngan tertap mermperrtimbangkan kerternturan serbagaimana dimaksurd dalam Pasal 

51 sampai derngan Pasal 54, pidana pernjara serdapat murngkin tidak dijaturhkan jika 

ditermurkan keradaan:  

a. terrdakwa adalah Anak;  

b. terrdakwa berrurmurr di atas 75 (turjurh purlurh lima) tahurn;  

c. terrdakwa barur perrtama kali merlakurkan Tindak Pidana;  

d. kerrurgian dan pernderritaan Korban tidak terrlalur bersar;  

e. terrdakwa terlah mermbayar ganti rurgi kerpada Korban;  

f. terrdakwa tidak mernyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakurkan akan 

mernimburlkan kerrurgian yang bersar;  

g. Tindak Pidana terrjadi karerna hasurtan yang sangat kurat dari orang lain;  

h. Korban Tindak Pidana merndorong ataur mernggerrakkan terrjadinya Tindak 

Pidana terrserburt;  

i. Tindak Pidana terrserburt merrurpakan akibat dari suratur keradaan yang tidak 

murngkin terrurlang lagi;  

j. kerpribadian dan perrilakur terrdakwa meryakinkan bahwa ia tidak akan 

merlakurkan Tindak Pidana yang lain;  

k. pidana pernjara akan mernimburlkan pernderritaan yang bersar bagi terrdakwa 

ataur kerlurarganya;  

l. permbinaan di lurar lermbaga permasyarakatan diperrkirakan akan berrhasil urnturk 

diri terrdakwa;  

m. pernjaturhan pidana yang lerbih ringan tidak akan merngurrangi sifat berrat Tindak 

Pidana yang dilakurkan terrdakwa;  
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n. Tindak Pidana terrjadi di kalangan kerlurarga; dan/ ataur o. Tindak Pidana terrjadi 

karerna keralpaan.  

(2) Kerternturan serbagaimana dimaksurd pada ayat (1) tidak berrlakur bagi: 

a. Tindak Pidana yang diancam derngan pidana pernjara 5 (lima) tahurn ataur lerbih;  

b. Tindak Pidana yang diancam derngan pidana minimurm khursurs;  

c. Tindak Pidana terrterntur yang sangat mermbahayakan ataur merrurgikan 

masyarakat; ataur  

d. Tindak Pidana yang merrurgikan kerurangan ataur perrerkonomian nergara. 

Urnturk rurmursan merngernai perngernaan pidana serurmurr hidurp, baik dalam KUrHP 

maurpurn dalam WvS hal terrserburt mermiliki kersamaan. Dimana dalam kerdura perraturran 

terrserburt ditermurkan bahwa perngernaan pidana pernjara serurmurr hidurp dapat diterrapkan 

manakala terrdapat permberratan pidana didalamnya. Kerdura rurmursan terrserburt serbagai 

berrikurt: 

Dalam WvS 

Pasal 12 

(1) Pidana pernjara ialah serurmurr hidurp ataur serlama waktur terrterntur.  

(2) Pidana pernjara serlama waktur terrterntur paling pernderk satur hari dan paling lama 

lima berlas tahurn berrturrurtturrurt.  

(3) Pidana pernjara serlama waktur terrterntur bolerh dijaturhkan urnturk dura purlurh tahurn 

berrturrurt-turrurt dalam hal kerjahatan yang pidananya hakim bolerh mermilih antara 

pidana mati, pidana serurmurr hidurp, dan pidana pernjara serlama waktur terrterntur, 

ataur antara pidana pernjara serurmurr hidurp dan pidana pernjara serlama waktur 

terrterntur; bergitur jurga dalam hal Batas lima berlas tahurn dilampauri serbab 

tambahan pidana karerna perrbarerngan, perngurlangan ataur karerna diternturkan 

Pasal 52.  

(4) Pidana pernjara serlama waktur terrterntur serkali-kali tidak bolerh merlerbihi dura purlurh 

tahurn. 

Dalam KUrHP 

Pasal 68 

(1) Pidana pernjara dijaturhkan urnturk serurmurr hidurp ataur urnturk waktur terrterntur.  

(2) Pidana pernjara urnturk waktur terrterntur dijaturhkan paling lama 15 (lima berlas) tahurn 

berrturrurt turrurt ataur paling singkat 1 (satur) Hari, kercurali diternturkan minimurm 

khursurs.  

(3) Dalam hal terrdapat pilihan antara pidana mati dan pidana pernjara serurmurr hidurp 

ataur terrdapat permberratan pidana atas Tindak Pidana yang dijaturhi pidana 

pernjara 15 (lima berlas) tahurn, pidana pernjara urnturk waktur terrterntur dapat 

dijaturhkan urnturk waktur 20 (dura purlurh) tahurn berrturrurt turrurt.  

(4) Pidana pernjara urnturk waktur terrterntur tidak bolerh dijaturhkan lerbih dari 20 (dura 

purlurh) tahurn.  
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Berrdasarkan dari urraian diatas, dapat dibayangkan bahwa baik dalam WvS dan 

KUrHP mermiliki paradigma yang berrberda satur sama lain dalam berrdasarkan apa yang 

terrkandurng dalam terori permidaan yang mana berrdasarkan terori terrserburt permidanaan 

serndiri mermiliki 3 jalurr yang berrberda diantaranya: absolurter, rerlativer, dan combinerd.  

1. Absolurter therory 

Dalam terori permidanaan absolurter pidana dipandang serbagai permbalasan 

terrhadap tindakan terrcerla dari perlakur tindak pidana, dalam hal ini terrdapat istilah 

yang curkurp terrkernal yaitur “mata dibalas derngan mata, nyawa dibalas derngan 

nyawa.”10 

2. Rerlativer therory 

Berrberda derngan terori absolurter dalam terori rerlativer permidanaan tidak lagi 

berrturjuran urnturk mermbalas, merlainkan berrturjuran urnturk mermberrikan erferk erferk 

prerverntif derngan mermurncurlkan pidana-pidana berrat yang sermata-mata hanya 

urnturk mermberrikan rasa takurt pada perlakur tindak pidana maurpurn calon perlakur 

tindak pidana.11  

3. Combinerd therory 

Combinerd therory ataur terori gaburngan merrurpakan perrkermbangan dari terori 

absolurt dan rerlatif. Serperrti namanya, terori ini merrurpakan gaburngan dari terori-

terori serberlurmnya yaitur absolurt dan rerlatif. Dalam terori gaburngan dibagi mernjadi 

2 yaitur: terori gaburngan yang lerbih condong pada asperk-asperk rertriburtif (absolurt), 

dan terori gaburngan yang lerbih condong pada asperk prerverntif ataur perncergahan.12 

Dari permbahasan terrserburt, pernurlis berrpandangan bahwa dalam KUrHP lama 

(WvS) lerbih merngarah pada urpaya-urpaya rertriburtif dalam mernergakkan keradilan hal ini 

didasarkan pada tidak ditermurkannya syarat-syarat terrpidana urnturk dapat dijaturhi 

pidana pernjara serurmurr hidurp serbagaimana ditermurkan didalam KUrHP barur. Jika kita 

tarik lagi mernurjur skala yang lerbih luras, pernjaturhan pidana serndiri jurga didasarkan pada 

kermampuran terrpidana dalam mermperrtanggurngjawabkan perrburatannya derngan 

pidana. Derngan berrdasarkan hal terrserburt kami mermiliki pandangan bahwa permidanaan 

derngan pidana serurmurr hidurp dalam KUrHP barur lerbih dirasa adil dalam pernjaturhan 

pidananya karerna sercara khursurs hakim dapat derngan lerlurasa urnturk mernjaturhkan 

pidananya derngan terpat sasaran burkan hanya mermandang tindak pidana serbagai hal 

yang burrurk, tapi jurga mermperrtimbangkan kermampuran perlakur tindak pidana dalam 

mermperrtanggurngjawabkan perrburatannya.  

                                                           
10 I Dewa Gede Atmadja, “Filsafat Hukum: Dimensi Tematis Dan Historis”, (Malang: Setara Press 2013) 

Hal. 175 

 
11 Ibid., 
12 Ibid.,  
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A. Analisis Tujuan Utama Dari Penggunaan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Dalam KUHP Maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Turjuran dalam perngernaan pidana pada perlakur tindak pidana terntur kita dapat 

merngacur pada berberrapa terori diberrlakurkannya hurkurm dan perngernaan pidana itur 

serndiri yang sercara urmurm merrurpakan urpaya suratur nergara dalam merlindurngi warga 

nergaranya dari tindakan-tindakan mernyimpang dari warga nergara lainnya. Dalam 

konterks ini turjuran dari pidana dapat kita lihat dari berberrapa ahli yang merngermurkakan 

terntang hal terrserburt diantaranya: 

Dalam burkurnya Nandang Sambas merngermurkakan bahwa pidana mermpurnyai 3 

turjuran pernting antara lain: 

1. Urnturk mermperrbaiki pribadi dan pernjahatnya itur serndiri,  

2. Urnturk mermburat orang mernjadi jerra urnturk merlakurkan kerjahatan, kerjahatan,  

3. Urnturk mermburat pernjahat-pernjahat terrterntur mernjadi tidak mampur urnturk 

merlakurkan kerjahatan-kerjahatan lainnya, yakni pernjahat-pernjahat yang derngan 

cara-cara yang lain surdah tidak dapat diperrbaiki lagi.13 

Dari berberrapa hal terrserburt terntur terrdapat turjuran dari hurkurm serndiri yang 

dicapai berrsamaan derngan permberrlakuran pidana serbagaimana yang dikermurkakan 

olerh Gurstav Radbrurch harurs dilaksanakan derngan urrurtan serbagai berrikurt:  

1. Keradilan Hurkurm;  

2. Kermanfaatan Hurkurm;  

3. Kerpastian Hurkurm.14  

Berrkaca derngan hal terrserburt, terrnyata turjuran dari diberrlakurkannya sanksi pidana 

dalam WvS tidak diserburtkan sercara erksplisit dalam rurmursan Pasal maurpurn ayatnya. Hal 

terrserburt kermurdian mermburat banyak perrtanyaan merngernai “serbernarnya apa turjuran 

dari diberrlakurkannya WvS di Indonersia ?” merskipurn bergitur tidak dapat dipurngkiri bahwa 

turjuran diberrlakurkannya WvS serndiri serberturlnya sama derngan KUrHP yang tidak perrnah 

lerpas dari urpaya perrlindurngan nergara terrhadap kerjahatan yang serringkali terrjadi di 

masyarakat, mermberrikan rama aman, hingga mermberrikan keradilan sercara materril 

terrhadap korban dan perlakur.  

Hal terrserburt karerna pada dasarnya WvS serbagai KUrHP lama kita lerbih fokurs 

terrhadap urpaya-urpaya pernergakan hurkurm sercara rertriburtif yang artinya adalah 

mermbalas ataur merngganjar para perlakur tindak pidana derngan ganjaran yang sertimpal. 

Merskipurn dalam pernerrapannya terrkadang jaurh dari apa yang diharapkan. Lain halnya 

jika kita merlihat KUrHP kita yang barur dimana turjuran dari permberrlakuran pidananya dapat 

kita termurkan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 KUrHP berrikurt ini: 

Pasal 5l 

                                                           
13 Nandang Sambas, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, (Bandung: Graha Ilmu, 2010) hal. 

14 
14 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hal123  
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Permidanaan berrturjuran:  

a. merncergah dilakurkannya Tindak Pidana derngan mernergakkan norma hurkurm 

dermi perlindurngan dan perngayoman masyarakat;  

b. mermasyarakatkan terrpidana derngan merngadalan permbinaan dan 

permbimbingan agar mernjadi orang yang baik dan berrgurna;  

c. mernyerlersaikan konflik yang ditimburlkan akibat Tindak Pidana, mermurlihkan 

kerserimbangan, serrta merndatangkan rasa arnan dan damai dalam 

masyarakat; dan  

d. mernurmburhkan rasa pernyersalan dan mermberbaskan rasa berrsalah pada 

terrpidana.  

Pasal 52 

Permidanaan tidak dimaksurdkan urnturk merrerndahkan martabat manursia. 

 

Berrkaitan derngan adanya pasal 51 dan pasal 52 diatas ditermurkan bahwa 

serberturlnya turjuran dari permberrlakuran pidana dapat digolongkan serbagai suratur hal yang 

positif karerna dalam pernerrapannya KUrHP saat ini lerbih mernerkankan adanya tindakan 

derngan merngacur pada keradilan rerstoratif. Dan diberrlakurkannya pidana ini serrta merrta 

merrurpakan suratur imperratif terrburka derngan turjuran urnturk mernakurt-nakurti para calon-

calon perlanggar dan pernjahat yang mana hal terrserburt sersurai derngan rurmursan terori 

gaburngan yang lerbih condong pada rerlatifitas pidana. 

Hal terrserburt terrburkti derngan adanya rurmursan Pasal 70 yang merlertakkan 

perrsyaratan-perrsyaratan rerlatif kaitannya derngan perrtanggurngjawaban yang sercara 

rerlatif dapat diterrapkan, namurn lerbih baik urnturk tidak diterrapkan dalam kondisi-kondisi 

terrterntur serbagaimana terlah diserburtkan dalam Pasal 70 KUrHP. Serhingga hal ini lerbih 

mernderkatkan pada urnsurr-urnsurr yang mernitik berratkan pada perrlindurngan HAM 

terrmasurk bagi perlakur tindak pidana disamping kerwajiban urnturk 

mermperrtanggurngjawabkan perrburatannya kerpada hurkurm dan nergara. 

Lerbih lanjurt lagi sersurai derngan turjuran dari permidanaan yang terlah disampaikan 

dalam poin serberlurmnya hal ini ditertapkan dalam KUrHP bahwa orang yang dipidana 

derngan pidanaserurmurr hidurp bisa merndapatkan kerringanan pidana jika terlah mernjalani 

hurkurmannya serlama 15 tahurn. Serhingga yang awalnya pidana serurmurr hidurp mernjadi 

pidana pernjara serlama 20 tahurn hal ini terrmakturb dalam pasal 69 KUrHP serbagai berrikurt: 

 

Pasal 69 

(1) Jika narapidana yang mernjalani pidana pernjara serurmurr hidurp terlah mernjalani pidana 

pernjara paling singkat 15 (lima berlas) tahurn, pidana pernjara serurmurr hidurp dapat 

diurbah mernjadi pidana pernjara 20 (dura purlurh) tahurn derngan Kerpurtursan Prersidern 

serterlah merndapatkan perrtimbangan Mahkamah Agurng.  
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(2) Kerternturan merngernai tata cara perrurbahan pidana pernjara serurmurr hidurp mernjadi 

pidana pernjara 20 (dura purlurh) tahurn serbagaimana dimaksurd pada ayat (1) diaturr 

derngan Perraturran Permerrintah. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Terrdapat perrbdaan yang curkurp signifikan antara WvS dan KUrHP Barur, yang mana 

KUrHP Barur mermbawa perrurbahan signifikan dalam kerternturan pidana pernjara 

serurmurr hidurp, derngan mermperrkernalkan merkanismer perninjauran kermbali dan 

permberbasan berrsyarat urnturk mermberrikan perlurang rerhabilitasi bagi narapidana 

terrterntur. Serlain itur, pernerrapannya lerbih serlerktif, hanya diturjurkan urnturk kerjahatan-

kerjahatan terrterntur yang dianggap sangat serriurs serrta mermperrtimbangkan 

kermampuran terrpidana dalam perrtanggurngjawabannya.. 

2. Merngernai turjuran urtama permidanaan antara WvS derngan KUrHP serberturlnya 

mermiliki turjuran yang hampir sama yaitur merlindurngi masyarakat dari tindak 

kerjahatan, mermberrikan keradilan, dan merncergah terrjadinya tindak pidana lerbih jaurh 

lagi mermberrikan erferk jerra bagi perlakur tindak pidana. Hanya saja terrdapat 

berrberdaan diantara WvS derngan KUrHP yaitur berrkaitan derngan pernderkatan 

pidananya. WvS lerbih mernerkankan pada permidanaan sercara rertriburtif, serdangkan 

dalam KUrHP pernderkatan pidananya berrsifat rerhabilitatif dalam berrbagai jernis 

kerjahatan yang diaturr didalamnya. 

B. Saran 

Adapurn dari pernerlitian ini yang dapat kami sarankan dan rerkomerndasikan dalam 

perngermbangan hurkurm di indonersia antara lain: 

1. Penyempurnaan Aturan: perrlur adanya pernjerlasan sercara merndertail terrkait 

derngan perngaturran dan merkanismer dari perninjauran kermbali dan permberbasan 

berrsyarat, urnturk mernghindari pernyalahgurnaan. Dalam hal ini dapat berrurpa 

urndang-urndang, perraturran permerrintah ataur bernturk lain sersurai derngan tata 

hurkurm yang ada di indonersia. 

2. Penguatan Penegakan Hukum: pernguratan pernergakan hurkurm disini adalah 

mernerrapkan pidana serurmurr hidurp sercara konsistern, adil, dan proporsional. 

Derngan merngurrangi asperk rertriburtif. 

3. Penelitian dan Pengembangan: Kajian merngernai pidana serurmurr hidurp ini 

merrurpakan awal dari pernerlitian dan perngermbangan dalam KUrHP yang barur, 

serhingga perrlur adanya pernerlitian terrkait dalam hal ini lerbih erxperrt serhingga dapat 

ditermurkan rurmursan hurkurm yang lerbih baik, adil dan hurmanis bagi indonersia 

kerderpannya. 
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